
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a.

b.

bahwa ketentuan Perjalanan Dinas Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan
Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas, perlu
dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud
terkait dengan penandatanganan perintah perjalanan
dinas yang dilakukan oleh pejabat lingkup Pemerintah
Provinsi NTB;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

9

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi
Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;



13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri;

15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, diubah dan diantara huruf
e, huruf f, huruf f1, huruf f 2, huruf g,  huruf h, ayat (2) diubah
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 24),
diubah sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT
dan SPPD adalah:

a. Gubernur terhadap yang melakukan perjalanan dinas
keluar negeri;

b. Gubernur terhadap perjalanan dinas Gubernur di dalam
negeri;

c. Wakil Gubernur terhadap perjalanan dinas Wakil
Gubernur di dalam negeri;

d. Pimpinan DPRD terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan
oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;



e. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris
Daerah di dalam negeri setelah mendapat persetujuan
Gubernur;

e1. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Staf Ahli
Gubernur dan Asisten di dalam negeri setelah mendapat
persetujuan Sekretaris Daerah;

f. Asisten terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon II di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sesuai lingkup koordinasi dan/atau Pimpinan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) di dalam negeri setelah
mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, kecuali untuk
Sekretaris DPRD setelah mendapatkan persetujuan
Pimpinan DPRD dan harus menyampaikan permakluman
kepada Sekretaris Daerah;

f1. Ketua KPID terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh
Komisioner KPID di dalam negeri;

f2. Ketua KIP terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh
Komisioner KIP di dalam negeri;

g. Kepala Biro terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III,
Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Sekretariat Daerah di dalam negeri;

h. Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon
III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
di Lingkungan Sekretariat DPRD di dalam negeri.

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD pada
lingkup SKPD adalah:
a. Kepala SKPD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III,

Eselon IV, tokoh/anggota masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing SKPD
di dalam negeri; dan

b. Kepala Kantor Penghubung, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon IV dan
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan
masing-masing Kantor/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di
dalam negeri.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Februari 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135


